BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2008 NOMOR 12

PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG

MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUFATEN BANTAENG

Manimbang : a.
b.
Mengingat @ 1.
2.
3.
4,
5.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTAENG

bahwa dalam rangka  mewujudkan pelayanan publik yang

capat, mudah, transparan, pesli dan akuntabel serta

meaningkatnya hak-hak masyarakal terhadap pelayanan publik,

maka perlu dilakukan penyederhanaan penyelenggarann

Eﬂn}r;nnn pemberian izin malalui Kantor Pelayanan Terpadu
atu Finlu ;

bahwa uniuk maksud tersebul pada hurul a di atas, periu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Mekanisme
Pelayanan Perizinan pada Kanior Pelayanan Terpadu Salu
Pintu Kabupaten Bantagng.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pemberiukan  Daerah— damah Tingkal N di Sulawesl
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1859 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 1822);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun1992 tantang
Panyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Paraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 43849) _
Undang-Undang Momor 32 Tahun 2004 tenlang Pemeriniahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomar 12 Tahun 2008 | Lembaran Negara
Republik  Indonesi Tshun 2008 MNomor 59, Tambahan
ndonesia Nomar 4844 g’enmh e
ndang Momor 33 Tahun 2004 tentang a
E;Jd:rr:g;: anta?a Pemerintah Pusat dan pemarintehan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12!?.
Tambahan Lembaran Negara Republix Indonesia Nomor 4438);
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
kabupaten / Kola, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu_n
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran MNegara Republik

Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomer 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741):

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nemor 17 Tahun 1899
tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, (Lembaran Daerah
Kabupaten Bantaeng Tahun 2000 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraluran Daerah Kabupaten Banlaeng
Nomor 7 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantacng
Tahun 2004 Nomor 7);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomar 18 Tahun 1999
tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten
Bantaeng Tahun 1988 Momor 26):

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomer 19 Tahun 1899
tentang Retribusi lzin Trayel (Lembaran Daerah Kabupaten
Baniaeng Tahun 2000 Nomor 17);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 14 Tahun 2001
tentang Retribusi lzin Tempat Usaha (Lembaran Daerah
Kabupaten Bantaeng Tahun 2001 Nomor 33);

12. Peraluran Daerah Kabupaten Bantacng Nomor 21 Tahun 2001
tentang Retribusi Izin Usaha Ferlambangan dan Energi
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2001 Momor
40),

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 25 Tahun 2003
tentang Retribusi lzin Usaha Industri, lzin Usaha Perdagangan
dan Tanda Daftar Gudang/Ruangan {Lembaran Daerah
Kabupaten Bantaeng Tahun 2003 Nomor 25);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 28 Tahun 2003
lentang Retribusi Pemberian lzin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
Nasional (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2002
Nomar 28);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 15 Tahun 20086
lentang Relribusi Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah
Kabupaten Bantaeng Tahun 2006 Nomer 15);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 24 Tahun 2007
lentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banlaeng
;Lemharan Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor

4),

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 25 Tahun 2007
lentang  Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan
Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyal  Daeral Kabupalen Bantacng (| combaran  Diwerly
Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Momaor 25);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 2007
tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok
dan  Fungsi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Bantaeng

gé?mbaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor
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Menctapkan @ PE
PELAYANAN PERIZINAN PADA

19. Peraluran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 27 Tahun 2007
an, Tugas dan

n Organisasi, Feduduk

tentang
Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bantaeng
(Lembaran Daerah upaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor

27,

20, Keputusan Bupall Bantaeng nomor 239 Tahun 2004 tentang
Penctapan Kembali Patunjuk Teknis Penertiban lzin Usaha
Bahan Bakar Minyak (EBM) Dalam Kabupaten Bantaeng.

MEMUTLUSKAN :
NG MEKANISME

RATURAN BUPATI BANTAENG TENTA
KANTOR PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANTAENG

BAE |
KETENTUAAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dangan .

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bantaeng

2 Bupati adalah Bupati Bantaeng

3. Kepala Dinas PU dan Ki | adalah Kepala Dinas PU dan
Kimpraswil Kabupaten Bantaeng

4. Kepala Dinas Perdagangan, Parindustrian, Pertambangan dan
Energi adalah Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian,

Pertambangan dan Energi Kabupaten Bantaeng

Kepala Dinas Perhubungan dan Infokom adalah Kepala Dinas

Perhubungan dan Infokom Kabupaten Banlzeng
Pengelolaan Keuangan dan Aset

6. Kepala Dinas Pendapatan,
Dasrah adalah Kepala Dinas pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Asel Daerah Kabupaten Bantaeng
Pintu adalah Kepala

7. Kepala Kantor Palayanan Terpadu Salu
Pintu Kabupaten Bantaeng

Kantor Pelayanan Terpadu Salu
8. Kepala Kantor gatuan Palisi Pamong Praja adalah Kepala
pantor Satuan Palisi Pamong Praja Kabupaten Bantaeng
i Pembangunan Setda adalah

o Kepala Bagian Administras
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Selda Kabupatan

Bantaeng
10.Kepala Bagian Parekonomian Setda adalah Kepala Bagian
perekonomian Selda Kabupaten Bantagng
11, lzin Mendirikan Bangunan selanjutnya disingkal IMB adalah 1zin
Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2004
tau Hinder Ordinante salanjulnya disingkat HO
[ dimaksud dalam Paraturan

-

adalah lzin
Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor

14.1zin Tempat Usaha disingkat SITU adalah [zm
Tempat Usaha sebagaimana
Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 14 Tahun 2001

14.1zin Usaha Jasa Konstruksi Nasional selanjutnya disingkat IUJK
adaiah lzin Usa nstruksi Masional sobagaimand
dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomaor
28 Tahun 2003
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1%

16.

17,

18,

18

20.

21.

22,

(1)

i?)

Tanda Daflar Gudang/Ruangan (TDG/R) adalah suatu tanda yang menspakin
kewajiban bagi pengusaha untuk dapat memanfaatkan Gudang/Ruangsn
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Momor
25 Tahun 2003

Tanda DaMtar Perusahaan (TDP) adalah suatu tanda yang merupakan
kewajiban bagi pengusaha untuk mendafiarkan perusahaannya dalam Daftar
Perusahaan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tantang
Wajib Daftar Parusahaan

Tanda Daftar Industri (TOI) adalah suatu Tanda Daftar Industri yang
digunakan untuk melakukan kegistan Industi selama perusahaan
menjalankan kegiatan usaha

lzin Ussha Perdagangan (IUP) edalah lzin untuk dapat melaksanaskan
kegialan usaha perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Peraluran
Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 25 Tahun 2003

Izin Usaha Industri (IUl) adalah Izin untuk dapat metaksanakan kegialan usaha
induslri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Santaeng Nomor 25 Tahun 2003

Izin Usaha Bahan Bakar Minyak (BEM) adalah zin Usaha Penjualan Bahan
Bakar Minyak (B3M) sebagalmana dwmaksud dalam Peraluran Daerah
Kabupalen Bantaeng Nomor 21 Tahun 2001 dan Keputusan Bupati Baniaeng
Momar 239 Tahun 2004

lzin Tambang Gafian Gol C adalah izin usaha pertambangan Bahan Galian
golongan C yang meliputi Eksploitasi, Pengolahan, Pemumian/Pengangkutan
dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Paraturan Daersh Kabupaten
Bantaeng Nomor 21 Tahun 2001

Izin Trayek adalah pembayaran atas pemberian izin trayek kepada orang
pribadi atau badan uniuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang
umum pada satu trayek atau pada bebarapa trayek tertentu yang schuruhnya
berada dalam wilayah Daerah Kabupaten Bantaang.

BAE I
TATA CARA PEMBERIAN IZIN

Bagian Kesatu
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN [IMB)

Pasal 2

Untuk mendapatkan lzin Mendirkan Bangunan, pemohon mengajukan
permohonan kepada Bapak Bupati Bentacng Cq. Kepala Dinas PU dan
Kimpraswil Kabupaten Bantseng melalui Kanlor Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dengan metampirkan parsyaratan administrasi sebagai berikut :

Sural Rekomendasi dan Kepala Desa / Kepala Kelurahan yang diketahui
Kepala Kecamatan

Foto Copy KTP yang masih berlaku
Bukti Pelunasan PBB tahun berjalan .
Surat Pernyataan Tetangga / Pemilik Tanah yang berdampingan dengan

B nan yang akan dibangun
F;'I}-g :upr I:I;n?; bukti kepemulian tanah / Sertifikat tanah atau sural kuasa

untuk mambangun dan pemilsk tanah

{ Pas Foto Warma Ukuran 3 x 4 Cm sebamak 3 Lembar

g Gambar Rencana Bangunan dengan skala 1 100 Cm, Ukuran kevias
minimal A3

h. Wap Snelhecter Plastik 1 buah.

Pelaya Terpadu Salu Pintu melakukan penelitizan berkas alau
m;mﬁmwmﬂmmziyﬂ{“m
mmmmun.wﬁmmmmn
HWPMMTMMPMMWIE{M}MMHM

B m &

-
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(1)

(2)

(4)

(1)

mmhwthnﬂnpamnhmFUdanmmnﬂum
mendapatkan rekomendasl dangan manggunakan format terientu.

Pasal 3

Sabelum mengeluarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) Bidang Tata Ruang Dinas PU dan Kimpraswil melakukan peninjauan
lapangan dengan memperhatikan syaral-syarat teknis anlara lain -
a. Persyaratan Argilektur :

1, Situasi tata ietak bangunan;

2. Garis Sempadan Pagar (GSP) dan Garis Sempadan Bangunan (GSEB);

3. Bentuk, ukuran dan perlengkapan ruang memenubl  syaral
kasehatan dan keselamatan umum: daie

4, Tata ruang luar, termasuk saluran pembuangan, peresapan air hujan
5 M' Ve N i ark
- P | berdasarkan
kepentingan kesehatan, lingkungan dmmm":

6. Mencegah gangguan pandangan lalu Bnlas, keamanan dan
keselamatan umum dan pencemaran lingkungan;

7. Petunjuk persyaratan khusus menunit klasifikasi  penggunaan
bangunan - bangunan umum, perniagaan, pendidikan, industr
kelembagaan, rumah tangga dan bangunan yang diklesifikasi kbusus
(THI, MMarita, Pemearintahan Pusat),

b. Persyaratan Struktur Bangunan:

1. Sistem konstruksi untuk bangunan saw lantai, bertingkal dan bangunan
dengan konstruksi khusus;

2. Bahan konstruksi dar kayu, baja, belon dan sajenismya;

3, Ketahanan konstruksi terhadap gempa, air, api dan cuasa.

c. Perlengkapan Makanikal dan Elekirikal
1. Jaringan air barsih, air kotor (black watar) dan jaringan pambuangan air

hujan;

2. Instalasi listrik dan perlengkapannya;

3. Instalasi lelekomunikasitelepon;

4. Instalasi penangkal petir untuk bangunan yang tinggi atau bertingkat.
Hasil pelaksanaan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diuangkan dalam Berila Acara Peninjasan Lapangan (BAPL) yang marupakan
salah salu lampiran rekomendask;

Kepala Dinas PU dan Kimpraswil mengeluarkan rekomendasi yang difuanghkan
pada Lembar Rekomendasi maksimal 3 (liga) hari kerja disampaikan kepada
Kantor Pelayanan Terpadu Salu Pinlu Kabupaten Bantasng yang berisi
mangenai terpenuhi / tidak terpenuhinya syarat leknis (fuliskan alasan-alasan
jikz tidak terpenuhi) untuk diproses pembenan winnya dan penelapan
besarnya pungutan dan dasar pengenasn renbusi daerah;

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan parsyaratan
penerbitan lzin Mendirikan Bangunan yang berisi mengenal ditenma Aidaknya
permohonan dan pengenaan retribusi dacrah kepada yang bersangkutan

(pemohon / pengguna [asa).
Pasal 4

Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerima rekomendasi dan Dinas FU
dan Kimpraswil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dalam rangkap
3 (liga) yang lerdini dar @
a. Rekomendasi asli sebagal arsip Kanlor Pelayanan Terpadu Satu Pinlu
Kabupatan Bantaeng
b. Masing-masing salinan rekomendasi, untuk .
1, safinan pertama disampaikan kepada pemochon;
2 salinan kedua sebagal arsip pada unit leknis bersangkuta n

B
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(2} Berdasarkan check fist sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) kepada
pemohon yang berkas permohonannya telah memenchi seluruh persyaratan
diminta untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar biaya izin dengan
menyetorkannya ke dalam rekening Pemegang Kas Daerah pada Bank Sul -
fm& mng sedangkan berkas permohonan yang tidak memenuhi

i kepada hon untuk dilengkapi i i
ek o b pamo ilengkapi kemudian diajukan

Pasal 5

(1} Setelah pemohon menyelesalkan kewajibannya dengan membayar biaya izin,
maka izin asll setelah ditandatangani cleh Bupati atau Pajabal yang
Berwenang disampaikan kepada pemohon dalam termpo 1 x 24 jam (satu hari)
dari tanggal penerimaan pelunasan pembayaran kewajiban pemohon ;

(2] lzin sebagaimana dimaksud pada 1) diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga
untuk kepentingan : i el s
a. Asli untuk pemohon yang bersangkutan:
b. Ealinan satu untuk instansi teknis yang barsangkutan;
. Salinan figa untuk arsip.

Pasal 6

Proses penyelesaian lzin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 adalah 5 (lima) hari kerja

Bagian Kedua
IZIN GANGGUAN [ HINDER ORDINANTIE )

Pasal 7

(1) Untuk mendapatkan lzin Gangguan (HO), pemohon mengajukan permaohonan
kepada Bupati Bantaeng Cq. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
melalui Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan terlebih dahulu mengis
formulir yang telah disediakan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan
melampirkan persvaratan sebagai benkut .

a. Pendirnan Usaha Baru :
1. Foto copy KTP yang berlaku
2. Foto copy bukli bayar SPFT
3. Kwitansi Pemadam Kebakaran ( Asli )
4. Pas Fhoto Wamna 3 x 4 cm sebanyak 3 (liga) lembar
5. Map Snelhecler Plastik 1 buah
k. Perpanjangan lzin :
1. Foto copy KTP yang berlaku
2. Surat Izin Gangguan Asli [ lama )
3. Foto copy bukli bayar SPPT
4. Pas Fhoto Warna 3 x 4 cm sebanyak 3 (liga) lembar
5. Map Snelhecler Plastik 1 buah

(2} Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan penalifiaan berkas alau
persyaratan pemchon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan
apabila telah memenuhi persyaratan, pemohon diber check Fsf kemudian
Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu paling lambat 2 (dua) han melanjutkan
berkas permohonan tersebut kepada Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong
Praja untuk mendapatkan rekomendasi dengan menggunakan format terlentu.

' Dipiridal dargen
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(1)

(2)

(2)

(4}

(1}

(2)

(1)

(2}

Proses penyelesaian Izin Gangguan (HO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal T

Sebelum mengeluarkan rekomendasi sebagaimana dimaksug dalam Pagal 7

ayat (2) Kepala Kantor Satuan Polig| !
mielakukan Peninjavan lapangan bmaupm:ﬂ _Prq- R b

2. Mencocokan dagg Pemohonan dengan phisik di lapa -
Tl'ﬂ-!ﬂ-
. Melaksanakan Pengecekan / pengatesan Sarana fisk yang dapat
FeNcemaran {air, udara, Imhhmgun]:
E Membarikan saran atag huhunruan—hﬂwrmgan Yang ada di lapangan;
Coaraksanaan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
saiah satu lampiran fﬂmmﬂmiu i e e 4
:.Ilrpnu Kantor Satuan Poligi Pameng Praja mengeluarkan rekomendasi yang
uangkan pada Lembar Rekomendasi maksimal 3 (ga) hari keja
disampaikan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Sat Pinty Kabupaten
garr:g:m yang baris: mengenai i
uliskan a i

among Praja
dimaksud dalam Pagal g ayat (3) dalam rangk
8. Rekomendasi asf sebagai arsip Kantor Pa

layanan Tarpady F'i
n Bantaeng: A b
b. Masing-masing salinan rekomendasi, untuk -

1. Salinan pertama di kan kepada pamohion

Pasal 10

Setelan pemohon menyeiasaikan Iu.'wajihmlm dengan membayar biaya win,
maka izin asli setelah ditandatangani oleh Bupati atay Pejabal yang
Berwenang disampaikan kepada pemohen dalam tempo 1 x 24 jam (satu han)
dari tanggal penarimaan pelunasan pembayaran kewajiban pemohon:

lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dierbilkan dalam rangkap 3 (tiga)
untuk kepentingan -

a. Asl untuk pemaohon yang bersangkutan:

b. Salinan satu untuk instansi teknis yang bersangkutan;

¢. Salinan tiga untuk arsip.

Fasal 11

Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 adalah 5 (lima) har kerja

Dipindal dargen
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Bagian Ketiga
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (UJK ) NASIONAL

Pasal 12

{1} Untuk mendapatkan lzn Usaha Jaea Konstruksi (ILLIK) Nasional, pemohon

i)

(1)

{2}

{2

(%)

mengajukan parmohonan kepada Bupali Bantae: Cq. Kabag Administrasi
Pembangunan Setda melalui Kantor Felayanan T?rpadu Satu Pintu dengan
!rl""“dh m&w' formulir yang telah disediakan Kantor Palayanan
erpadu dﬂfﬂlﬂﬂﬂium{nmnpmwma bagai berikut :

a. Pendirian Usaha Baru R 2

1. Sertifikat Badan Usahg

2. Bukti Penyetoran ILJK

3. Folo Kantor Perusahaan Ukuran 3R sebanyak 1 (satu) lembar

4. anEmrEuutlﬂnTerth&nlu e
Daftar Peralatan Perusahaan
Pas Foto Wama 2 x 4 em sebanyak 3 (tiga) lembar
Map Snelhecter Plastik 1 buah !
0. Perpanjangan lzin :
Foto Copy Sural lzin Tempat Usaha
Bukti Penyetoran ILLIK
Surat lzin Usaha Jasa Konstruksi (IWJK} lama
- Sertifikal Badan Usaha

5. Pas Foto Wama 3 x 4 em sebanyak 3 (figa) lambar

6. Map Snelhocter Plastik 1 buah s
Kantor Pelayansn Terpadu Satu Pintu metakukan penelilizan berkas atau
peisyaratan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan
apabila telah memanuhi Persyaratan, pemohon diberi check Nst kemudian
Kanlor Pelayanan Terpadu Saty Pinty paling lambat 2 (dua) hari melanjutkan
berkas permohonan kepada Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda
uniux mendapatkan rekomendasi dengan menggunakan format tertenty.

L8

oo

Pasal 13

Sebelum mengeluarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) Kepela Bagian Administrasi Penbangunan Setda menunjuk tim teknis
unituk melakukan peninjauan lapangan dengan memperhatixan syarat-syarat
teknis antara lain :

a, Kecocokan data lokasi kantor

b. Terpenuhi atau idaknya syarat-syaral sebuah kantor

. Data tentang peralatan feknis yang dimilixi

d. Keseuaian berkas dengan data yang ada o lapangan

Hasil pelaksanaan peninjauan lapangan 3eDagamana dmaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL) yang merupakan
salah salu lampiran rekomendasi:

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Selda mengeluarian rekomendasi
[ disposisi yang diluangkan pada Lembar Hekomendasi maksimal 2 (dua) hari
kerja disampaikan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pinty Kabupaten
Bantaeng yang bersi mengenai lerpenuhi / tidak terpenuhinya syaral teknis
(tuiiskan alasan-alasan jika tidak terpenuhi) uniuk diproses pemberian izinnya
dan penetapan besamya pungutan dan dasar pengenaan retribusi deerah;
Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan persvaratan
penerbitan Lzin Usaha Jasa Konstruksi (IJIC) Nasional yang berisi mengenai
diterima / tidaknya permohonan dan pengenaan retribusi deerah kepada yang
bersangkutan (pemahon / pengguna jasa).

| Dipirda) dargan
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Pasal 14

(1) Kanior Pelayanan Terpadu Selu Pintu menerima rekomendasi dard Kepala
Bagian Administrasi Pembangunan Setda sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat [3:|Idﬁm rangkap 3 (tiga) yang lerdiri dari -

a. Rekomendasi asli s ai arsip Kantor nan T Pi
e . Ehag p Palaya erpadu Satu Pinlu
b. :Aasslﬂgﬂming f-ﬂ!in:_n rekomendasi, untuk :
; an pantama disampalkan kepada pemohon;
2. Salinan kedua sebagai arsip pada unil teknis bersangkuta.n

{3) Berdasarkan check flis! sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)
kepada pemohon yang berkas permchonannya telah memenuhi seluruh
pgrs'_.rnmta-l diminta unfuk memenuhi kewsjibannya dengan membayar biaya
izin dengan menyetorkannya ke dalam rekening Pemegang Kas Daerah pada
Bank Sul - Sel Cabang Bantaeng sedangkan berkas permohonan yang fidak
memenuhi syarat dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi kemudian
disjukan untuk diproses kembali,

Pasal 15

(1) Setelah pemohon menyelesaikan kewajibannya dengan membayar biaya izin,
maia izin asli setelah ditandatangani cleh Bupali atau Pefabat yang
Berwenang disampaikan kepada pemohon dalam tempo 1 x 24 jam (satu hari)
dan tanggal penerimaan pelunasan pembayaran kewajlban pemohon;

(2) lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilerbitkan dalam rangkap 3 (tige)
uniuk kepentingan :

a. Asli untuk pemohon yang bersanghutan;
b. Salinan satu untuk instansi teknis yang barsangkutan;
c. Salinan liga untuk arsip.

Fasal 16

Proses penyelesaian [zin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Masional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 adalah 4 (aempat) hari

kerja

Bagian Keempat
IZIN TEMPAT USAHA [SITU)

Pasal 17

{1) Untuk mendapatkan Izin Tempat Usaha (SITU), pemohon mengajukan
permohonan kepada Bupati Bantaeng Cq. Kabag Adminisirasi Pembangunan
Setda Kabupaten Bantaeng melalui Kanlor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dengan terlebih dahulu mengisi formulir yang lelah disediakan Kantor
Pulayanan Terpadu Salu Piniu dengan melampirkan persyaratan sebagai
berikut
a, Pendirian Usaha Baru :

. Folo copy KTP yang berlaku

Izin Mendirkan Bangunan { IMB ) uniuk seliap pengurusan baru

Bukti Pelunasan PBB tahun berjalan

Surat lzin Reklame (bagi jenis usaha yang memiliki papan rekiame)

Pas folo wama 3 x 4 Sebanyak 3 (tiga) lembar

Sket Lokasi Tempal Usaha

Akte Pendirian bagi Perusahaan (bagi perusahaan resmi yang memiliki

Akte Notaris

Foto Copy Sural Izin Gangguan [ HO ) bagi jenis usaha yang memiliki

gangguan bau atau suara yang keras

8. Bukti Pembelian Alat Pemadam ( Usaha yang rawan pada kebakaran)

-g.
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(2)

(1

(2)

(3

(4

(1}

(2)

10. Sural Kuasa Pemilik ke Pemohon uniuk PBB (Pengusha yang bukan
alas nama pada blanko PBB) -
11. Map Snelhecter Plastik 1 buah
. Parpanjangan lzin ;
1. Folto copy KTF yang berlaku
2. Folo copy PEB tahun betjalan
J. Sural lzin Reklame ( uniuk usaha yang memiliki papan reklame usaha )
4. Pas foto wama 3 x 4 Sebanyak 3 (liga) lembar
5
-]
7

b

. BITU yang lama
: Pﬁﬁﬂ;ﬂmmﬂ lain yang dianggap perlu ( lergantung jenis
usaha

. Map Snelhecter Plastik 1 buah
Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu medakukan pencliliaan berkas alau
persyaratan pemaohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan
apabila_lelah memenuhi persyaratan, pemohon diberi chock Ns! kemudian
Kantor Pelayanan Terpadu Salu Pinw paling lambat 2 (dua) hari melanjutkan
berkas permohonan kepada Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda
urtuk mendapatkan rekomendasi dengan menggunakan formal terentu.

Pasal 18

Sebelum mengeluarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayal (2) Kepala Bagian Adminisirasi Pembangunan Setda menunjuk tim teknis
untik melakukan peninjauan lapangan dengan memperhatikan syarat-syarat
teknis antara lain :

8. Kecocokan dala lokasi dengan |okasi lempal usaha

b. Jenis usaha yang dijalankan

¢. Volume usaha ( luas lempal usaha dan besaran omzet usaha )

d. Kesesuaian berkas administrasi dengan usaha yang dijalankan

Hasil pelaksanaan peninjauan lapangan sebagalmana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan daiam Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL) yang merupakan
salah salu lampiran rekomendasi;

Kepala Bagian Administrasi Fembangunan Selda mengeluarkan rekomendas
! dispesisi yang diluangkan pada Lembar Rekomendasi maksimal 4 (empal)
hari kerja disampaikan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Salu Piniu
Kabupaten Bantaang yang berisi mengenai terpenubi / lidak lerpenuhinya
syaral teknis (tuliskan alasen-alasan jika tdak terpenuhl) unluk diproses
pamberian izinnya dan penatapan besamya pungulan dan dasar pengenaan
refribusi daerah;

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan persyaratan
penerbitan 1zin Tempal Usaha (SITU) yang berisi mengenai diterima / tidaknya
permohonan, data dasar dan pangenaan refribusi daerah kepada yang
bersangkutan (pemohon / pengguna jasa).

Pasal 19

Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pinfu menerima rekomendasi dari Kepala

Bagian Pembangunan Umum Setda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

ayal (3} dalam rangkap 3 (tga) yang terdin dai

a. Rekomendasi asli sebagai arsip Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupalen Banlaeng :

b. Masing-masing salinan rekomendasi, untui :

1. Salinan perfama disampaikan kepada pemohon;

2. Salinan kedua sebagal arsip pada unil teknis bersanghkuta.n
Berdasarkan check list sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2)
kepada pemohon yang berkass permohorannya telah memenuhi seluruh
persyaratan diminta untuk memenuhi kewajibannya dengan mambayar biaya
izin dengan manystorkannya ke dalam rekening Pemegang Kas Daerah pada
Bank Sul - Sel Cabang Banteeng sedangken berkas permohonan yang fidak
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ameanuhi d y
by mmm:nmilhmdn pemohon uniuk diperbaiki kemudian

(11 Selelah pemohon menyelasaikan kewajibannya de | i
nm
Ehﬂ izin asll seteiah ditandatangani ﬁ BEH B’;ﬂmmrgg
dﬁmurmn-; disampaikan kepada pamohon daiam tempo 1 x 24 jam (satu han)
o :mm Wﬁpﬁm" pembayaran kewafiban pemohon.
cbagaimana < pada ayat (1) diterbitkan dalam rangkap 3 (liga)
2. Asll untuk pemohon yang bersangkutan
b. Salinan satu untuk dinas takn; . :
c. Salinan tiga untukc arsip, D Coreangkutan;

Pasal 21

Proses penyelesaian Izin Tempat Usaha (SI sebagai
Pasal 17, Pasal 18, Pasal 18 dan Pasal 20 EHIII;?E {mm}mmr:“m s

Bagian Kolima
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TOP)

Pasal 22

(1) Unluk  mendapolkan Tanda Dafinr Ponusahnan, pomohon  imencgaqubn
]:'-u‘rmhm_an kepada Bupatl Bantaeng Cq. Kepala Dinas Ferdagangan,
Parindustrian, Pariambangan don Energi mokalsi Kantor Pedayanan Tespadi
Salu Pintu dengan mengisi formulic yang telah disiapkan Kantor Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dengan melampirkan persyaratan sebagai berkut |
a. Folo copy Akte Pendiran Perusahaan bagi yang berbadan hukum ;

b. Folo copy Kau Tanda Penduduk (KTP) pemilik/Mirektur

Utama/Penanggung Jawab

Folo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) -

Foto copy Sural kzin Tempat Usaha (S1TU) :

Neraca Peruszhaan ;

Materal Rp. 8.000,- sebanyak 4 lembar

Pas Foto Wama 3 x 4 sebanyak 3 lembar

. Map Snalhecter plastix sebanyak 1 buah.

{2} Kantor Pelayanan Terpadu Salu Pintu melskukan penglitiaan barkas atau
persyaralan pemchon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayval (1) dan
apabiia telah memenuhi persyaratan, pemeohan diberi sheck fis! kemudian
Kantor Pelayanan Terpadu Safu Pintu paling lambat 2 (dua) har melanjutkan
berkas permohonan kepada Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian,
Pertambangan dan Energi untuk mendapatkan rekomendasi dengan
menggunakan format tertentu,

Fe .pan

Pazal 23

(1} Sabelum mengeluarkan rekomendasi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi
menunjuk Tim Teknis untuk melakukan peninjavan lapangan dengan
memperhatikan syarat-syarat teknis antara lain ;

a. Harus ada Surat |zin Tempat Usaha [SITU) Asli

b. Harus ada Akfe Pendirian dari Notaris atau Menteri Kehakiman uniuk
Perusahaan Terbalas (PT) dan CV

C. Harus ada Nomor Pokok Wajib Pajak {NFWP)

-11-
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(2} Hasil pelaksanaan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
dituanghkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL) yang merupakan
salah satu lampiran rekomendaosi;

{3) Kepala Dinas Perdagangan, Perindusirian, Perlembangan dan Energs
mengoluarkan rekomendasi yang dituangkan pada Lembar Rekomendasi
maksimal 4 (empat) harl kerja disampalkan kepada Kantor Pelayanan Terpadu
Salu Pintu Kabupalen Banlaeng yang berisl mengenal terpenuhl / tidak
terpenuhinya syarat teknis (tuliskan alasan-alasan jika tidek terpenuhi) untuk
diproses pemberian izinnya dan penelapan besamya pungutan dan dasar
pengenaan retribusi dasrah:

{4) Rekomandasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan persyaratan
penarbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang berisi menganai diterima /
tidaknya permohonan, data dasar dan pengenaan reldbusi daerah kepada
yang bersangkutan (pemohon / pengguna jasal,

Pasal 24

(1) Kanlor Pelayanan Terpadu Satu Pinty menerima rekomendasi dari Kepoln
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pertambargan dan Energi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayal (3) dalam rangkap 3 (tiga) yang terdin dari
3. Rekomendasi asli sabagai arsip Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Banlaeng :
b. Hﬂhg-nus&h ing aulirl:rl rekomendasi, unluk |
1. an penama disampaikan kepada pemohan:
4, Salinan kedua sebagai arsip pada unit faknis bersangkuta.n

12) Berdasarkan check lst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2)
kepada pemchon yang berkas permohonannya felah memenuhi seluruh
persyaratan diberi diminta untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar
biaya izin dengan menyetorkannya ke dalar. rekening Pemegang Kas Daerah
pada Bank Sul - Sel Cabang Bantaeng sedangkan berkas permohonan yang
lidak memenuhi syaral dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki
kemudian diajukan untuk diproses kemball,

Pasal 25

(1) Getalah pemohon menyelesaivan kewajibannya dengan membayar biaya izin,
maka izin asll selelah ditandatangani oleh Bupali atau Pejabat vang
Berwenang disampaikan kepada pemohon dalam tempo 1 x 24 jam (satu har)
dan tanggal penenmaan pelunasan pembayaran kewajiban pemohon.

(€] lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam rangkap 3 (liga)
untuk kepentingan :

a. Asl untuk pemohon yang bersangkutan;
b. Salinan satu untuk dinas teknis yang bersangkutan;
. Salinan tiga untuk arsip.

Pasal 25
Prosas penyelesaian Tanda Daflar Perusahaan (TDP) sebagaimana dimaksud
dalam Pagzal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 adalah 6 {enam) hari kerja.
Bagian Keanam
TANDA DAFTAR GUDANG/IRUANG (TDGIR)
Pasal 27
(1) Untuk mendapathan Tanda Daftar Gudang/Ruang, pemochon mengajukan

permohonan kepada Dupati Banlaeng Cq. Kepala Dinas Perdagangan,
Perindustrian, Fertambangan dan Energi melalui Kanlor Pelayanan Terpadu
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(2)

(3)

(1

(2}

(3)

(4]

[1

(2}

Salu Fintu dengan mengisi formulir yang lelah disiapkan Kantor Pelayanan
Tatpacu Satu Pintu dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut ;

a. Folo copy Kare Tende Penduduk (KTP) pemilik/Direkiur
Utama/Penanggung Jawat :

Folo copy Akte Pendirian Perusahaan bajl yang berbadan hukum ;

Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) |

MNeraca Perusahaan ;

Fas Folo Wama 3 x 4 sebanyak 3 lembar

HO bita dipersyaratican :

Map Snalhecter plastik sebanyak 1 buah.

Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan peneliisan berkas atau
nﬂmrﬂfﬂﬂ pemohan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan
ap _

telah memenuhi persyaratan. pemohon diseri check list kemudian Kantor
Pelayanan Terpadu Satu Pintu paling lambat 2 (dua) hari melanjutkan berkas
parmohonan  kepada  Kepala Dinas  Perdagangan, Perindustrian,
Peambangan dan Energi unluk mendapatkan rekomendasi dengan
menggunakan format tefentu.

B aBan e

Pasal 28

Sebelum mengeluarkan rekomendasi sebagaimana dimeksud dalam Pasal 27
ayal (2) Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Perlambangan dan Energ|
menunjuk Tim Teimis unluk melakuken peninjauan lapangan bardasarkan
permohonan dar Pengguna jasa / pemohon

Hasi pelaksanaan peninjauan kapangan sebagaimana dimaksud pads aya! (1)
dituanglan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL) yang merupakan
salah satu lampiran rekomendasi:

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Partambangan dan Encrgi
mengeluarkan rekomendasl yang dituengkan pada Lembar Rekomendasi
maksimal 4 (empal) hari kerja disampaikan kepada Kantor Pelayanan Terpadu
Satu Finlv Kabupalen Bantseng vang berisi mengenai terpenuhi | tidak
terpenuhinya syaral teknis (tuliskan alasan-alasan jika tidak terpenuhi) uniuk
diproses pemberian izinnya dan penetapun besarnya pungutan dan dasar
pengenaan ratribusi dasran;

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan persyaratan
penerbitan Tanda Daftar Gudang/Ruang (TDG/R) yang bedsl mengenai
diterima / tidaknya permohonan dan pengenaan refribusi daerah kepada yang
parsangkutan (pemohon / pengguna jasa).

Pasal 29

Kantor Felayanan Terpadu Salu Pintu menerima rekomendasi dard Kepala
Dinas Perdagangan, Perindusirian, Pertambangan dan Energi sebagaimana
dimaksud dalem Pasal 28 ayat (3) dalam rangkap 3 (tiga) yang terdin dari

a. Hekomendasi asli sebagal arsip Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pistu

Kabupaten Bantaeng
b. Masing-masing salinan rekomendasi, untuk ;

1. Salinan pertama disampaikan kepada pemohon:

2. Salinan kedua sebagai arsip pada un? teknis bersangkuta n
Berdasarkan check fist sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)
¥epada pemohon yang berkas permohonanmys lelah memenubi seluruh
persyaratan diminta untuk memanuhl kewajibannya dengan membayar blaya
izin dengan menyetorkannya ke dalam rekening Pemegang Kas Daerah pada
Bank Sul - Sel Cabang Bantaeng sedangkan berkas penmohonan yang tidak
memenuhi syarat dikembalikan kepada pemohon unluk diperbaiki kemudian
diaiukan untuk diproses kembal.
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Pasal 30

(1) Selelah pemohon menyelesakan kewajibannya dangan membayar blaya izin,
maka izin asli celelah ditendatangani oleh Bupati atau Pejabat yarg
Berwenang disampaikan kepada pemohon dalam tempo 1 x 24 jam {satu hari)
dan tanggal penerimaan pelunasan pembayaran kewajiban pemohon.

(2} lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga)
a untuk pemohon yang be :

b, Salinan satu untuk dinas teknis yang bersangkutan;
¢. Salinan figa untuk arsip,

Pasal 31

Proges penyelesaian Tande Daftar Gudang/Ruang sabagaimana
:i;:mﬂ dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal agnm B {unm-nl] hari
Bifa.

Bagian Ketujuh
IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

Pasal 32

(1) Unluk  mendapatkan lzin Usaha Perdagangan, pemohon mengajukan
parmchonan kepada Bupati Bantaeng Cq. Kepala Dines Perdagangan,
Perindustrian, Peambangan dan Energl melalul Kantar Pelayanan Terpadu
Satu Pintu ﬂmg_an mangisi formulir yang telah disiapkan Kantor Pelayanan
;wmm- Satu Pintu dengan melampirken persyaratan administrasi sebagai
a. Pendafiaran SIUP Baru :

1). Folo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemik/Direktur Utama |/
Penanggung Jawab ;

2}, Fato copy Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum

3). Folo copy Nomor Waijib Pajak (NPWP) :

4). Folo copy Surat izin Gangguan ;

§). Folo copy Meraca Parusahaan ;

€). Malerai Rp. 6.000,- sebanyak 2 (dua) lembar

7). Pas Folowama 3 x4 sebanyak 3 lembar ;

@). Map Snalhecter Plastik sebanyak 1 buah.

h. Pendafiaran Ulang (SIUP) :

1}, Sural izin Usaha Perdagangan (SIUP) asli ;

2}. Foto copy Akle Pendiian Perusehaan atau Koperasi yang telah
mendapatkan pengesahan dan mslansi yang berwenang ;

3). Folo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilt/Diekiur Uiama/
Penanggung Jawab ;

4). Foto copy Surat lzin Gangguan ;

5). Foto copy Neraca Perusahaan ;

£). Materai Rp. 6.000.- sabanyak 2 lamhar |

F). Pas FoloWarna 3 x 4 sebanyak 3 lembar ;

8). Foto copy Tanda Daflar Perusahaan (TDP) ;

8). Map Snabhactar Plastik 1 buah

e Pendaflaran SIUP Cabang / Perwakilan

1). Foto copy Akle Notaris atau bukti leinnya tentang pembukaan Kantor
Cabang/ParwakilanKuasa Cabang

2). Folo copy SIUP Kantor Pusat |

3). Folo copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Kantor Pusat -

4). Folo copy Surat lzin Gangguan (HO) ;

3. Folo copy Kafu Tanda Penduduk (KTP}  Pimpinan
Cabang/Perwakilan:
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2)

L)

(2

(&)

(%)

(2}

(1)

6). Pas Folc Wama 3 x 4 sebanyak 3 lembar -
7). Materai Rp. 6.000,- sebanyak 2 lsmbar -
B). Map Snalhecter Plastik 1 buah

apabila telah memenuhj persyaralan, pemohon diberi check fist kemudian

Kantor Pelayanan Terpadu Saty Pinty paling lambat 2 (dua) hari melanjutkan

I;:tm pamﬂn:: I'Eq:udr Irt;p:la Dinas Perdagangan, Perindustrian,
3 :

mmgmm e h_m . mendapatkan rekomendasi dengan

Pasal 33

Sebelum mengeluarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
ml:!ﬁ_rﬂ'm Tﬂ;d?mﬁmmm, Pertambangan dan Enarg)
sivabisg scrth mﬂ“hm'h : peninjauan lapangan sesuai dengan
Hasil pelaksanaan peninjauan kzpangan Sebagaimana dimaksud pada (1

dituangkan daiam Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL) yang n‘u‘ni:r:“;luar]l
salah satu lampiran rekomendas]:

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi
mengeluarkan rekomendasi yang dituangkan pada Lembar Rekomendasi
maksimal 4 (ampat) hari kerja disampaikan kepada Kanlor Pelayanan Tempadu
Salu Pintu Kabupaten Bantaseng yang berisi mengenai terpenuhi / tidak
lerpenuhinya syarat teknis (tuliskan alasan-alasan jika tidak terpenuhi) untuk
diproses pemberian izinnya dan penetapan besarmya pungutan dan dasar
pengenaan retribusi daerah;

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan persyaratan
penerbitan Tenda Daftar Perusahaan (TOF) yang berisi mengenai diterima /
tidaknya permohonan dan pengenaan retribusi dasrah kepada yang
bersangkutan (pamohon / pengguna jasa).

Pasal 34

Kantor Pelayanan Terpadu Salu Pinlu menerma rekomendasi dari Kepala
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Perlambangan dan Energi Kabupaten
Bantaeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayal (2) dalam rangkap 3
(tiga) yang terdiri dari :

a. Rekomendasi asl sebagal arsp Kantor Pelayanan Terpadu Salu Pinlu

Kabupalen Bantaeng :

b. Masing-masing salinan rekomendasi, uniuk ;

1. Salinan perama disampalkan kepada pemohon;

2. Salinan kedua sebagal arsip pada unit teknis bersangkuta.n
Berdasarkan check hisl sebagaimana demaksud dalam Pasal 32 ayat (2)
kepada pemohon yang berkat permohonannya telsh memenuhl seluruh
persyaralan diberi diminta untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar
biaya izin dengan menyetarkannya ke dalam rekening Pemegang Kas Daerah
pada Bank Sul - Sel Cabang Hanlaeng secangkan berkas permohonan yang
tdak memenuhi syarat dikembalikan kepada pemchon untuk dipeibaiki
kemudian diajukan unluk diproses kembali.

Pasal 35

Selelah pemohen menyelesaikan kewajibannya dengan membayar biava izn,
maka izin asli setelah ditandatangani cleh Bupati atau Pejabal yang
Berwenang cisampaikan kepada pemohon dalam tempo 1 x 24 jam (satu hari)
dari tanggal penerimaan pelunasan pembayaran kewajiban pemohon.,

15

Dipirida darigan
! wCa mScanner”


https://v3.camscanner.com/user/download

(¢) lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga)
tnluk kepentingan :
a. Asli untuk pemahon yang bersangkulan;
b. Salinan satu untuk dinas teknis vang bercangkutan;
c. Salinan tiga untuk arsip.

Pasal 38

Proses penyelesalan izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagsimana dimaksud
dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35 adalah 6 {ana:?ﬂ hari kerfa.

Bagian Kedelapan
TANDA DAFTAR INDUSTRI DAN IZIN US AHA INDUSTRI (ToOUSIUT

Pasal 37

(1} Umﬂﬂnﬁp?;:u;ﬂ Daftar Industri (TDI) dan lzin Usaha Induslsi (IU1),
pem meng n permohonan kepada Bupatl Bantaeng Cq. Kepala
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Peramtangan dan Energi melalui Kantor
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan mengisi formulir yang telah disiapkan
Kanicr Pelayanan Terpadu Satu Pinty dengan melampirkan persyaratan
administrasi sebagal berikut |
a. Pendaftaran TDIAUI Bans

1). Mengisi Formulir PM-IIl alau Pdf MK (dats perusahaan yang
bersangkutan)
2). Folo copy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) Pemilik / Penanggung Jawab:
3). Foto copy Akte Pendiran Perusahaan bagi yang berbadan hukum -
4). Foto copy Nomor Wajib Pajal: { NPWF ), %@ sudah ada ;
5). Foto copy Surat lzin Tempat Usaha ( STU ) ;
6). Dokumen Lingkungan Hidup { AMDAL . UKLUPL dan SPPL), jika ada
7). Pas Foto Warna 3 x 4 sebanyak 3 lambar -
E). Materal Rp. 6.000 - sebanyak 2 lembar :
8). Map Snalhectsr Plastlk 1 buah,
. Pendaftaran Ulang (TDIAUI)
1} Tanda Daftar industri/ Izin Usaha Industri (TOUIUI) lama -
2) Foto copy Karlu Tanda Penduduk (KTF) :
) Foto copy Akle Pendirian Perusahaan bag: vang berbadan hukum |
4} Folo copy Momor Wajib Pajak (NFWP) :
5) Foto copy Surat Lzin Gangguan (HO / SITU) ;
6} Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL, UKLIUPL dan SPPL) -
7) Data Nital Investasi Perusahaan ;
8) Pas Folo Warna 3 x 4 sebanyak 3 lembar ;
8] Materai Rp. 6.000,- sebanyak 2 lembar ;
10)Map Snalhecter Plastik 1 buah.

2) Kanlor Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan penelitinan berkas atau
persyaratan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan
apabifa telah memenuhi persyaralan, pemchon dibar check Fs! kemudian
Kanltor Pelayanan Tempadu Satu Pintu paling lambat 2 (dua) hari melanjutkan
berkas permohonan kepada Kepala Dinas Pordagangan, Parindustrian
Pertambangan dan Energi untuk mendapatkan rekomendasi dengan
menggunakan format tartentu.

3] Spesimen format rekomendasi dan surat Tanda Daftar Industri dan |zin Usaha
Industri (TDI dan IUI) sebagaimana terlampir dalam Paraturan Bupati ini,

Pasal 38

(1] Sebelum mengeluarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
ayat (2) Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi

f5
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{2)

(3}

{4

(1)

(2)

(1)

(2}

menunjuk Tim Teknis untuk melakukan peninjauan lapangan berdasarcan
permehonan dari Pengguna jasa / pamahon

Hasil pelaksanaan peninjauan lapangan sabagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL) yang merupakan
salah salu lampiran rekomendasi:

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energ
mengeluarkan rekomendasl yang diluangkan pada Lembar Rekomendasi
maksimal 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Kantor Pelayanan Temadu
Satu Pinlu Kabupaten Bantaeng yang berisi menganai terpenuhi / lidak
terpenuhinya syaral teknis (tuliskan alasan-alasan jika tidak terpenuhi) untuk
diproses pemberian izinnya dan penetapan besamya pungulan dan dasar
pengenaan retribusi daerah;

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayal (3) merupakan persyaratan
penerbitan Tanda Daftar Industri dan |zin Usaha Industri (TDI dan 1UI) yang
berisi mengenai diterima / tidaknya parmohoran dasar dan pengenaan
retribusi daerah kepada yang bersangkutan (pemohon / pengguna jasa).

Pasal 39

Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerima rekomendasi dar Kepala

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) dalam rangkap 3 (tiga) yang terdiri dari

a. Rekomendasi asli sebagai arsip Kanlor Pelayanan Terpadu Salu Pinty
Kabupaten Bantaeng:

k. Masing-masing salinan rekomendasi, untul :

1. Salinan pertama disampaikan kepada pemohon,

2. Salinan kedua sabagal arsip pada unit leknis bersangkuta.n
Berdasarkan check lisf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayal (2)
kepada pemohon yang berkas permohonannya telah memenuhi selunuh
persyaratan diminta untuk memenuhi kewsjibannya dengan membayar biaya
izin dengan menyetorkannya ke datam rekening Pemegang Kas Daerah pada
Bank Sul - Sel Cabang Bantaeng sedangkan barkas parmohonan yang tidak
memenuhi syarat dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki kemudiar
diajukan untuk diproses kembali.

Pasal 40

Setelsh pemohon menyelesaikan kewajibannya dengan membayar blaya izin,
maka izin ssli selelah dilandalangani oleh Bupali atau Pejabal yang
Berwenang disampaikan kepada pemohon dalam tempo 1 x 24 jam {satu hari)
dari tanggal penerimaan pelunasan pembayaran kewajiban pemahon,

lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga)
untuk kepentingan .

a. Asli unluk pemohon yang bersangkutan;

b. Salinan satu untuk dinas teknis yang bersangkutan;

¢. Salinan tiga untuk arsip.

Pa=al 41

FProses penyelesaian Tanda Daftar Industri dan lzin Usaha Industri (TDI dan L)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 adalah 5
{lima) hari kerja.
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Bagian Kesembilan
IZIN USAHA BAHAN BAKAR MINYAK (BEM)

Pasal 42

(1) Untuk mendapatkan lzin Usaha Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM)

(1

(25

(3

pemohon mengajukan permohonan kepada Bupali Bantaeng Cq. Kepala
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Enargi melalui Kantar
oty Foinra o o ik dangan mengis formulr yarg el diskepken
L anan lerp Salu Pintu dengan mpirk p
administrasi sebagal berikut + s L
a. Eu;::zhnn BEM B!;_ru :
: copy Kartu Tanda Penduduk (KTF) masih beraky ;

2) Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SIT0) uutuk 200 s ke atas :

3). Surat Pernyataan Penyediaan Alal Pemacam Ani

4). Sural Pemyataan Tidak Keberatan dari pihak tetangga dar dikelahui

Pamerintah satempal ;

=} Surat Keterangan Dari Kepala Desa/Lurah selempat ;

6). Gambar lokasi penjualan ;

7). Pas Folo Wamna 3 x 4 schanyak 3 lembar

). Map Snalhecler Plastk 1 buah,
b, Pendaftaran :

1). Foto copy Karlu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku ;

2). Foto Sural lzin Tempat Usaha (SITU) untul 200 liter ke atas -

3). Surat Pemnyalaan Penyediaan Alal Pemadam Api :

4), Surat lrin Ponjuslan Bahan Bakar Minyak (RRM) [nmn

5). Pas Foto Warna 3 x 4 sebanyak 3 lembar ;

8). Map Snalhecler Plastik 1 buah.
Kantor Pelayanan Terpadu Salu Pintu melakukan penelitiaan berkas atau
persyaratan pemohon sebagamana dmaksud dalam Pasal €2 ayal (1) dan
apabila ialah mermenuhl parsyaralan, pemohon diben check ksl kemudian
Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pinlu paling lambat 2 (dua) har melanjutkan
berkas permohonan kepada Kepala Cinas Perdagangan, Perindustian,
Partambangan dan Enargl uniuk mendapatkan rakomendasi dengan
manggunakan format terlentu,

Pasal 43

Sehelum mengeluarkan rekomendasi sebogaimana dmaksud dalam Pasal 42
ayal (2) Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pefambangan dan Enengi
menunjuk Tim Teknis untuk melakukan peninjauan lapangan dengan
memperhatikan syaral-syaral leknis antara [oin .

a. Lelak lokasi penjuaian tidak terjangkau sumber apl

b. Tempal penjualan tidak diperkenankan berada di atas jalan umum

¢ Harus menyiapkan alal pemadam api :

d. Tempat penampungan BBM harus terhindar dari sumber api

2 Harus lersedia karung bensi pasic dan karung goni {(basah)

Hasil pelaksanaan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAFL) yang merupakan
salah satu lampiran rekomendasi;

Kepala Dinas Perdagangan, Perindusirian Pertambangan dan  Energl
mengeluarkan rekemendasi yang dituanglian pada Lembar Rekomendasi
maksimal 2 {dua} hari kerja disampaikan kepada Kanior Pelayanan Terpadu
Saty Pintu Kabupaten Bantaeng yang berisi mengenai terpenubi / bdak
terpenuhinya syara? teknis (tuliskan alasan-alasan jika tidak terpenuhi} untuk
diproses pemberian izinnya dan penelapan besarmya punguian dan dasar
pengenaan retribus daerah;
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{4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan persyaratan
penerbilan Izin Usaha Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berisi
mengenal diterima / tidaknya permohonan, data dasar dan pengenaan
retribusi daerah kepada yang bersangkutan (pemohon / pengguna [asa).

Pasal 44

(1) Wantor Pelayanan Terpadu Salu Pintu menerma rekcmendasi dari Kepala
Cinas Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi sebagaimana
dimaksud dalam Fasal 43 ayat (3) dalam rangkap 3 (tiga) vang terdir dari
a. Rekomendasi asli sebagal arsip Kantor Pelayanan Terpadu Satu Piniu

Kabupaten Bantaeng :
b. Masing-masing salinan rekomendasi. untuk :
1. Salinan pertama disampaikan kepada pemohon;
2. Salinan kedua sebagai arsip pada unit teknis bersangkutan,

(2) Berdasarkan check Ns! sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2)
kepada pemohon yang berkas permohorannya telah memenuhi seluruh
persyaratan diberi diminta untuk memenuhl kewajibannys dengan membayar
biaya izin dengan menyetorkannya ke dakam rekening Pemagang Kas Darrah
pada Bank Sul - Sel Cabang Bantaeng sedangkan berkas permohanan yang
tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada pemohon unfuk diperbaik
kamudian diajukan uniuk diproses kembal,

Pazal 45

1) Setelsh pemchon menyelesaikan kewajibannya dengan membayar biaya izin,

e maks izin asli setelah ditandatangani cleh Bupali atav Pejabal yang
Berwenang disampaikan kepada pamohon dalam tempa 1 x 24 jam {satu hari)
dari tangaal penerimaan palunasan pembayaran kewajitan pemaohon.

{2) lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitican dalam rangkap 3 (tiga)
unluk kepentingan :
a. Asll untuk pemohon yang barsangkutan:
b, Salinan satu uniuk dinas teknis yang bersangkutan;
¢. Salinan tiga uniuk arsip.

Pazal 45

jesaian lzin Usaha Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM)

Proces penye ud datam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 45 adalah 4

sebagaimana dimaks
{(ampat) hari kerja.

Bagian Kesapuluh
I1ZIN TAMBANG BAHAN GALIAN GOLONGAN C

Pagal 47

izin Tambang Bahan Galian Golongan C, pemohan
BNGE [ Kepala Dinas
iukan permohonan kepada Bupali Bantaeng Cq
:erdagjmnn, Perindustrian, Panm?:u;qmﬁ:n Em? Habupﬂ:n Bmt::rg
Terpadu u Pintu dengan mengisi rrvulir |

:::L:ishplm““m Fﬁhﬂnmm:'ltapmn Terpadu Salu Pintu dengan matampirkan
persyaratan administrasi sebagai barikut : H—
1). Foto copy Kartu Tanda Penduduk [I\{T;my?m masih be :

Surat lzin Tempat Usaha ) ;
g; fiakiornat si darl BAPEDALDA Bidang Lingkungan Hidup
4). Rekomendasi dari Dinas PU dan Kimpraswil
5). Persyaratan-persyaralan lain yang dianggap periu.

(1) Untuk mendapatkan
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(1)

(2

(3}

(4)

(7}

(£

(1}

(2)
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Kanlor Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan penelitisan berkas alau
persyaratan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayal (1) dan
apabila felah memenuhi persyaratan, pemohon diben check Nst kemudian
Kanicr Pelayanan Terpadu Satu Pinlu paling lambat 2 (dua) hari melanjulkan
berkas permohanan kepada Kepala Dinis Perdagangan, Perindusirian,
Partambangan dan Energi uniuk mendapatkan rekomendasi dengan
menggunakan format tertentu,

Pasal 48

Sebelum mengeluarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud delam Pasal 47

ayat (2) Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Enargi

menunjuk Tim Taknis uniuk malakukan peninjauan lapangan dengan
n syarat-syaral teknis antara lgin :

a. Harus ada kzin dan Dinas PU dan Kimpraswil

b Harus ada kzin dari BAPEDALDA:

c. Tidak terfadi tumpang tindih dengan wsaha lain;

Hasll pelaksanaan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL) yang merupakan

galah satu lampiran rekomandasi:

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustiian, Perlambangan dan Energi

mengeluarkan rekomendasi yang dituangkan pada Lembar Rekomendasi

maksimal 4 (empaf) har kerja dan disampaikan kepada Kanior Pelayanan

Terpadu Salu Pinlu Kabupaten Bantaeng yang berisi menganal terpenuhi /

tidak terpenuhinya syarat teknis (luliskan akisan-alasan jika tidak terpenuhi)

uniuk diproses pemberian izinnya dan penetapan besarmya pungutan dan

dasar pengenaan retribusi daerah;

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayet (3) merupakan persyaraten

penerbitan Izin Tambang Bahan Galian Golongan C yang berisi mengenai

diterima / tidaknya permohonan, data dasar dan pengenaan refribusi daerah

kepada yang bersangkutan (pemohon / pengguna jasa).

Pasal 49

Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pinlu menerdme rekomendasi dari Kepala

Dinas Perdagangan, Perindusirian, Pertambangan dan Energi sebagalmana

dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) dalam rangkap 3 (tiga) yang terdir dari

a Rekomendasi as§ sebegal arsip Kanlor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Raniaeng :

b Masing-masing salinan rekomandasi, unfuk .

1. Salinan pertama disempaikan kepada pemohon;

2. Safinan kedua sebagai arsip pada unil feknis bersangkutan,
Berdasarkan check (st sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayast (2]
kepzda pemohon yang berkas permohonannya felah memenubi seluruh
persyaratan diminta untuk memeanuhi kewajibanaya dengan membayar biaya
izin dengan menyetorkannya ke dalam rekening Pemegang Kas Daerah pada
Bank Sul - Sel Cabang Banlaeng sedangkan berkas permchonan yang tidak
memenuhi syaral dikembalikan Kepaga pemohon untuk diperbailn kemudian
dizjukan untuk diproses kembal

Pasal 50

Satelah pamohon menyelesaikan kewajibannya dengan membayar biaya izin,
maka izin asli selelah ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang
Berwenang disempaikan kepada pemohon dalam tempo 1 x 24 jam (satu hari)
EMMMIMMHH 1 | #uk .

prd o pada ayat (1) diterbitkan calam rangkap 3 (tiga)
a. Asli untuk pemohaon yang bersangkutan:

b. Salinan satu uniuk dinas teknis yang bersangkutan:

i Dipindal darigan
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€. Salinan liga uniuk arsip.
Pasal 51

Proses penyelesalan Tambang Bahan Galian Golongan G sebagaimana dimakeud
dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 adalah 6 (enam) hari ketja.

(1

(2}

".“I

(2]

(3)

(4

(1)

Bagian Kesebelas
I7IM TRAYEK

Pasal 52

Unluk mendapatkan 1zin Trayek, pemohon mengajukan permohonan kepada

Bupati Banlaeng Cq. Kepala Dinas Perhubungan dan Infokam melalui Kantor

;mwn;ﬂmumms:unm meng's! formulir yang telah disiapkan
antar yanan Te v Pintu dengan melampirkan aratan

administrasi sebagai berikut o

a). Folo copy Buku KEUR ;

b). Folo copy Kartu Tanda Pendudux (KTP) Pemilik kendaraan;

¢). Pas FoloWarma 3 x 4 sebanyak 3 lembar;

d). Lzin Trayek lama;

e). Map Snelhecter Plastik 1 buah.

Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan penalfitisan berkas alau

persyaratan pemohon sebagaimana dimakeud dalam Pasal 52 ayal (1) dan

apabila telah memenuhi persyaratan, pemchon diber check lis! kemudian

Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu paling lambat 2 (dua) hard melanjuizan

berkas penmohunan kepada Kepala Dinas Perhubungan dan Infokom untik

mandapatkan rekomendasi.

Pasal 53

Sabelum mengeluarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52
ayst (2) Kepaia Dinas Perhubungan dan Infokom menunjuk Tim Teknis untuk
malakukan peninjauan lapangan berdasarkan permohonan pemohan.

Hasil pelaksanaan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam Berita Acara Peninjouan Lapangan (BAPL) yang merupakan
saiah satu lampiran rekomendas:; _

IYinas Perhubungan dan Infokom mengeluarkan rekomendasi yang dituangkan
pada Lembar Rekomendasi maksimal 2 (dua) hari kerja disampaikan kepada
Kantor Pelayanan Terpadu Salu Pinlv Kabupaten Bantasng yang bens:
mengenai terpenuhi / tidak terpenuhinga syarat teknis (fuliskan alasan-alasan
jca tidak terpenuhi) untuk diproses pemberian izinnya dan penatapan
besarnya pungutan dan dasar pengenaan retribusi daerah;

Rekomandas! sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan persyaratan
penerbitan [zin Trayek yang berisi mengenai dilerima [ fidaknya permohanan,
dan pengenaan retribusi deersh hepada yang bersangkutan (pemchen /
pangguna jasa).

Pasal 54

Kanlor Pelayanan Terpadu Salu Pintu menenma rexomendasi dan Kepaia
Cinas Perhubungan dan Infokom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat
(3) dalam rangkap 3 (liga) yang tordin dari
. Rekomendasi asll sebagal arsip Kanto: Pelsyanan Terpadu Satu Pinfu
Kabupaten Bantaeng |
b. Masing-masing salinan rekomendasi, unt sh
1. Salinan pertama disampaikan kepada pemohan;
2. Sahnan kedua sebagai arsip pada unit teknis barsangkuta.n
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(2} Berdasarkan chech fis imana dimaksud
sabaga dalam Pasal 52 ayat (2|

memanuhi syarat dikembalikan d : :
ciajukan untuk diprosas km,ﬂ_“'“ 3 pemahon untuk diperbaiki kemudian

(1 Setelah pemohon menyelesaikan kewajibannya dengan membayar biaya fzin
maka izin ;'l" selelah ditandatengani olah Bupati atau Pr:iabﬂy fﬂl’lﬂl‘
Barwenang disampaikan kepada pemahan dalam tampo 1 x 24 jam (satu har)

i ﬂn tanggal pmarl:jnam Pelunasan pembayaran kewajiban pemohon.

n sebagaimana dimaksud pada ayal '
sy bl val (1) diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga)
:- ﬂ mmww yang bersangkutan:
A wan unituk dinas teknis ngkutan;
c. Salinan liga untuk arsip, i

Pasal 56

Proses penyelesaian Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53,
Pasal 54 dan Pasal 55 adalah 4 (empat) hari kerja. I

BAB Il
PROSES PENERBITAN FERIZINAN
Pasal 57

(1). Proses Penerbitan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Peraturn Bupat
i dengan alur prosedur perizinan sebagimana tercantum datam lampiran |
Peraturan Bupati ini

(2). Format rekomendasi petizinan sebagimana fercantum dalam lampiran 1l
Peraturan Bupati ini

(3). Format Perizinan, sabagimana lercantum dalam lampiran Ill, lampiran 1V,
lampiran V, lampiran VI, kampiran Vi, lampiran VIIl, lampiran X, lampiran X,
lampiran XI, dan lampiran XIl Peraturan Bupat! ini

{4]. Format Kartu Pengawasan, sebagaimana tarcanium dalam Peraturan Bupat;
ini.

BAB Iv
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

{1} Dengan berdakunya peraturan ini, maka segala ketentuan lain yang mengatur
hal yang sama dinyatakan tidak berlaku;

{2} Ketentuan lebih lanjut sepanjang mengenai tekhnis pel
sk a genai Pelaksanaannya akan
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Pasal 59
Peraturan Bupali ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar seliap orang dapat mengetahui, memerintahxan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banaeng

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal, 5 Januari 2009

BUPATI BANTAENG

Cap.ttd
H.M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal, 31 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

ngkat : Pembina Utama Madya
NIP ;010 166 571

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2008 NOMCR 12
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